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Surat dakwaan sebagai elemen kunci dalam proses hukum pidana, menjadi dasar
oembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pentingnya
mencantumkan waktu dan tempat dalam dakwaan adalah untuk menentukan
yurisdiksi pengadilan dan mencegah alini dari terdakwa. Meskipun ada batasan waktu
untuk perbaikan surat dakwaan dalam KUHAP, masih terdapat catatan bahwa dalam
beberapa kasus perbaikan surat dakwaan yang dilakukan lebih dari satu kali dapat
mengakibatkan ketidakpastian hukum. Pasal 144 KUHAP memberikan kesempatan
bagi penuntut umum untuk satu kali memperbaiki surat dakwaan sebelum
persidangan, baik untuk penyempurnaan maupun menghentikan penuntutan. Tujuan
perubahan surat dakwaan adalah mencegah pembatalan surat dakwaan dan
meningkatkan keberhasilan penuntutan. Meskipun peraturan menyediakan batasan
waktu dan substansi dalam perbaikan surat dakwaan, akan tetapi masih terdapat
ketidakjelasan mengenai batasan materi yang dapat diubah. Bahkan muncul beberapa
pandangan termasuk pandangan bahwa perubahan materi surat dakwaan dapat
dilakukan tanpa batasan tertentu. Analisis tentang batasan Jaksa Penuntut Umum
dalam proses perbaikan surat dakwaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 144 KUHAP,
menunjukkan kepentingan strategis surat dakwaan dalam persidangan pidana. Surat
dakwaan menjadi instrumen penting, dan penuntut umum diberi kewenangan untuk
satu kali perbaikan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Walaupun KUHAP
memberikan batasan waktu, kurangnya panduan konkret mengenai materi yang dapat
diubah menimbulkan perdebatan. Beberapa pandangan menyebutkan bahwa
perubahan tidak dibatasi, selama mematuhi waktu dan prosedur Pasal 144. Meskipun
KUHAP mengatur batasan waktu, substansi, dan konsekuensi pelanggaran, kondisi
"lex imperfecta" menyebabkan ketidakjelasan tentang yang boleh atau tidak boleh
diubah. Perbaikan surat dakwaan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui
tahapan tertentu. Hakim tidak diperbolehkan campur tangan, dan saran hakim hanya
menjadi bahan pertimbangan. Pasal 143 ayat (2) KUHAP mengatur syarat materiil
surat dakwaan, membutuhkan uraian tindak pidana yang cermat, jelas, dan lengkap,
mencakup waktu dan tempat kejadian. Surat dakwaan sering kali tidak memenuhi
syarat tersebut, terutama karena kurangnya ketelitian dan kejelasan. Dampaknya
meliputi kebingungan terdakwa, ketidakpahaman terhadap tindak pidana yang
didakwakan, dan risiko pembatalan surat dakwaan secara hukum. Kriteria ketelitian,
kejelasan, dan kelengkapan melibatkan aspek-aspek seperti pasal yang dilanggar,
tindak pidana yang dilakukan, unsur-unsur tindak pidana, waktu dan tempat kejadian.
Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi landasan penting dalam
penyusunan surat dakwaan, dan kesalahan pengetikan harus dihindari agar proses
peradilan berjalan efisien. Dalam konteks ini, prinsip efisiensi, keterjangkauan, dan
penghematan biaya sangat ditekankan untuk mencapai tujuan peradilan yang efektif.
Analisis tentang hubungan antara syarat materiil pembuatan surat dakwaan, asas
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peradilan cepat, dan biaya ringan dengan perbaikan surat dakwaan yang dilakukan
berulang-ulang menyoroti persyaratan esensial surat dakwaan. Pasal 143 ayat (2)
KUHAP menjelaskan syarat materiil, namun praktik peradilan dan yurisprudensi
menunjukkan kecenderungan surat dakwaan tidak memenuhi standar. Surat dakwaan
yang tidak cermat, jelas, dan lengkap merugikan terdakwa, terutama dalam menyusun
pembelaan. Misalignment antara pasal-pasal dan pertentangan di dalamnya dapat
membuat surat dakwaan batal demi hukum. Contoh nyata adalah kasus Ir. Wahyu
Hartanto.
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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui mengenai apakah jaksa penuntut
umum memiliki batasan dalam proses perbaikan surat dakwaan dan apa hubungan
antara syarat materiil pembuatan surat dakwaan asas peradilan cepat, sederhana, dan
biaya ringan dengan perbaikan surat dakwaan yang dilakukan berulang-ulang. Metode
penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut yaitu jenis penelitian yang
digunakan yakni penelitian normatif, adapun sifat penelitian ini yakni bersifat
deskriptif. Tipe penelitian yaitu membahas dan mengenalisis tentang Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 144
yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adapun bahan hukum yang
digunakan yaitu bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan
bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, artikel dan pendapat ahli hukum,
serta karya-karya ilmiah.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah: Pertama, bahwa tidak
adanya batasan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam lingkup materi perubahan surat
dakwaan hal tersebut dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang
mengatur dengan jelas mengenai sejauh mana Jaksa Penuntut Umum dapat mengubah
surat dakwaan, hanya saja terdapat batasan waktu bagi penuntut umum untuk
menyampaikan perubahan surat dakwaan dan perubahan tersebut tidak boleh
mengubah tindak pidana yang didakwakan menjadi tindak pidana baru yang
sebelumnya tidak pernah didakwakan. Kedua, surat dakwaan seharusnya dari awal
dibuat secara akurat dan teliti untuk menemukan kebenaran dan keadilan agar tidak
terjadinya perbaikan surat dakwaan yang dilakukan secara berulang-ulang, ketika
surat dakwaan dilakukan perbaikan secara berulang-ulang maka menjadikan tidak
terlaksananya syarat materiil pembuatan surat dakwaan asas peradilan yang cepat,
sederhana, dan biaya ringan (SCBR) dikarenakan hal tersebut dapat menghambat
proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya hemat.

Kata Kunci: Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum, Asas SCBR
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